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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang

berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara

lain yang ditetapkan dala \V EWK ] ; jang berlaku
P

iterakan Pegawai Negeri Sipil, maka pe oy

Untuk mens¢ menetapkan gaji

<

yang berlaku unt K Pegawai ) 1 April 1985 diatur dengan

Peraturan Pemeritah- Noma ya gaji Pegawai Negeri

Sipil ditentukan! oleh p imiliki pegawai yang
bersangkutan. Pegawai Negeri § Kat dalam suatu pangkat tertentu
diberikan gaji pokok berdasarkarl Pera herintah Nomor 13 tahun 1985. Gaji
pokok untuk calér gaji pokok yang
diperuntukan ba‘ pokok diberikan

tunjangan-tunjangg Pangan, Tunjangan

Jabatan, Tunjangan Fungsioha dan Tunjangan Lain-lain.
Kebijakan tunjangan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian
Negara/Lembaga.

Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari

tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi

dengan perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu
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bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan memberikan tunjangan. Karena
dengan pemberian tunjangan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang dapat
dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa pada perusahaan.

Tunjangan mencakup balas jasa yang dapat mempengaruhi naik turunnya
prestasi kerja karyawan, mempengaruhi keputusan kerja dan motivasi karyawan.
Maka pengaturan tunjangan harus benar-benar adil dan layak. Maksud pokok
pemberian atau penyediaan tipe tunjangan sering disebut juga “Fringe Benefit’
adalah untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Premis dasar dari
setiap program tunjangan kesejahteraan adalah bahwa karyawan menghargai uang
dan ingin bekerja demi uang tambahan guna memperoleh kesejahteraan hidup. Hal
ini berdasarkan anggapan bahwa uang merupakan motivasi yang paling kuat. Maka
pemerintah atau perusahaan harus melakukan beberapa hal yang dapat produktivitas
kerja karyawan. Guna mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, pemerintah
atau perusahaan yang menganut sistem tunjangan kesejahteraan yang mencakup
seluruh aspek-aspek yang diinginkan dan yang diharapkan oleh karyawan sebagai
bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi para karyawan.

Segala usaha dilakukan untuk mencapai tujuan diantaranya dengan
menggunakan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang handal dan profesional,
sehingga timbul suatu semangat yang maksimal untuk mencapai prestasi kerja yang
maksimal juga. Hal ini perlu dipahami bahwa tenaga manusia akan menentukan
sukses atau gagalnya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tunjangan adalah imbalan tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan
atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaannya di perusahaan.
Tunjangan harus dilihat sebagai bagian dari paket total kompensasi yang ditawarkan

kepada karyawan.
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Kompensasi total mencakup uvang yang dibayarkan langsung (seperti: insentif,
upah dan gaji) dan yang dibayarkan tidak secara langsung (seperti tunjangan
kesejahteraan). Tunjangan kesejahteraan karyawan merupakan program pelayanan
karyawan untuk membentuk dan memelihara semangat karyawan, yaitu sejumlah
ganjaran yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan
anggota keluarganya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan uraian diatas bahwa untuk meningkatkan produktivitas tenaga
kerja, pemerintah atau perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai
tunjangan kesejahteraan tenaga kerja yang berupa jaminan keamanan dan

kesejahteraan kerja.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan | uraian penjelas ngan pada lataf belakang diatas,

maka dapat dikemmukakan rumusafi asz m penulisan ini adalah :

/ vai yang tepat dan
sesuai dengan proﬁd [ yang m'--nv-uf- menterian Hukum dan Ham RI
o M o G

\(E ) J A N
cngukur Kinerja pegaw?

Bagaimana tata

S
cnjalankan setiap kegiatan
BANG

2 .
/ “\r T ( ; K
operasional termasuk untukt

wilayah Sumatera

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui
dan menilai bagaimana tata cara penerapan sistem tunjangan kerja pegawai yang
diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatera Barat dalam

menjamin setiap kegiatan operasional pada lingkungan kerja.
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1.4. Manfaat Penulisan :

1. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang
berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan
datang.

2. Untuk memperluas pengalaman, meningkatkan pengetahuan, dan
menambah pemahaman penulis terhadap dunia kerja.

3. Dapat menambah wawasan tentang penerapan sistem tunjangan kerja

gan praktek yang

\\.“

se fﬁ‘fnya.

1.5. Bentuk Kegia tan M

nenterian Hukum

s'pada Kantor K\L

dan HAM RI Wila Sumatera at_s ang lebih di a bulan, dimulai pada

akhir Juni sampai \ operasional yang
'z‘h]ln y

dilaksanakan di ln&.\

%.M

1.6. Sistematika Penulisan

Kegiatan magang dilaksanalg

BabI : Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang meliputi Latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan
sistematika penulisan

BabIl : Merupakan bab yang berisi landasan teori yang dipakai dalam studi
dan pembahasan mengenai pengertian tunjangan. Jenis, tujuan dan

prosedur sistem tunjangan yang diterapkan serta tujuan dalam sistem
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Bab III

Bab IV

BabV

pemberian tunjangan yang tepat dalam sebuah perusahaan atau
instansi.

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum kantor, visi dan
misi kantor, dan struktur organisasi kantor.

Merupakan pembahasan mengenai penggunaan sistem tunjangan kerja

yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah

Sumatera Barat.
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BAB I

LANDASAN TEORI

2.1. TUNJANGAN

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau
karyawan. Misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga
pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema
pembelian saham (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2014). Pada tingkatan tinggi,
seperti manajer senior, perusahaan biasanya lebih memilih memberikan tunjangan
lebih besar dibanding menambah gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan

pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali.

Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat

karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan (Handoko, 1994).

Menurut Simamora (1997) disamping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan
tunjangan-tunjangan (benefits). Tunj angéin karyawan (employee benefit) adalah
pembayaran—pembayara'n' dan ] asa—} asa yang meli;ldungi”dah melengkapi gaji pokok,

dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang
disesuaikan topik bahasan ini adalah : “Tambahan pendapatan di luar gaji sebagai

sokongan bantuan.”
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Tujuan utama dari tunjangan karyawan adalah untuk membuat karyawan

mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang (Flippo, 1990).

Sedangkan menurut Hasibuan (2008), tunjangan dikategorikan kedalam
benefit dan service yang merupakan kompensasi tambahan yang diberikan
berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi
kesehatan dan asuransi jiwa, pensiun, cuti yang di bayar, dan fasilitas penitipan anak.
Tunjangan merupakan sebuah pengeluaran besar bagi sebagian besar pengusaha.
Tunjangan karyawan mencapai sepertiga dari upah dan pendapatan ( atau sekitar
28% dari total gaji ), dengan pembayaran yang di haruskan secara hukum, diikuti
oleh asuransi kesehatan ,adalah biaya pembayaran tunjangan perorangan yang

termahal.

Dalam mengembangkan rencana tunjangan, pemerintah atau perusahaan
harus memperhatikan sejumlah permasalahan kebijakan. Hal ini ﬁleliputi, tunjangan
apa yang akan ditawarkan, apakah akan menyertakan oraﬁg yang pensiun dalam
rencana tersebut, apakah akan menolak tunjangan bagi karyawan selama periode
awal “percobaan”, bagai'm'énafmenandai tunjangan, (ieréjait pilihan karyawan dalam
menentukan tunjangan, prosedur penahanan biaya, dan bagaimana menyampaikan

pilihan tunjangan kepada karyawan.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa: Tunjangan Karyawan
merupakan pembayaran keuangan tidak langsung yang diberikan kepada karyawan

untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
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2.1.1. JENIS-JENIS TUNJANGAN

Ada banyak tunjangan dan berbagai cara untuk mengklasifikasikan masing-masing
tunjangan. Secara kompensasi finansial, jenis-jenis tunjangan terdiri dari tunjangan

finansial langsung dan tunjangan non-finansial.

I.1 Tunjangan Finansial Langsung

1. Tunjangan Wajib (Diharuskan oleh Hukum)

Para pemberi 7kerj a memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela, namun
hukum mewajibkan tunjangan—jtlfnjangan lainnya. Tunjangan—tﬁnjangan tersebut
mencakup sekitar 10 persen dari biaya kompensasi total. Tuhjangan—tunjangan
tersebut meliputii jaminan sosial,igianti rugi karyawan, asuransi péngangguran, serta
cuti keluarga dan"pengobatan.

a. Tunjangan Penganggurarili o

Asuransi pengiangguran bagi lgara karya;van yang telah diberhentikan.bukan
karena kesalahan mereka diberhentikan. Bayaran diberikan dalam bentuk uang
hingga 26 minggu atau sampai mendapatkan pekerjaan baru. Tujuan bayaran
pengguran adalah memberi karyawan yang menganggur waktu untuk mencari
pekerjaan baru sebanding dengan pekerjaan yang hilang tanpa menanggung kesulitan
finansial. Pajak penghasilan dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja yang mendanai
program kompensasi penggangguran.

b. Tunjangan Karyawan
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Tunjangan ganti rugi karyawan memberikan sejumlah perlindungan finansial
bagi para karyawan yang menanggung biaya karena kecelakaan atau sakit yang

berkaitan dengan pekerjaan.

c. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan kesehatan merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji
pokoknya. Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang memperhatikan
kesejahteraan karyawannya dengan cara memberikan tunjangan kesehatan karyawan
walaupun setiap perusahaan berbeda-beda dalam penerapannya. Family and Medical
Leave Act tahun 1993 (FMLA). FMLA dikenakan kepada para pemberi kerja swasta
dengan 50 karyawan atau lebih dan para pemberi kerja pemerintah tanpa memandang
jumlahnya. Tujuan umum undang-undang ini adalah membantu karyawan
menyeimbangkan tuntutan pekerjaan tanpa menghambat kemampuan mereka untuk
memberi perhatian pada kebutuhan pribadi dan keluarga. Hak FMLA berlaku hanya
bagi para karyawan yang telah bekerja untuk si pemberi kerja selama paling sedikit
12 bulan dan yang memiliki sedikitnya 1250 jam kerja selama 12 bulan yang secara

langsung mendahului masa dimulainya cuti.

2. Tunjangan Tidak Wajib (sukarela)

Meskipun hukum mewajibkan beberapa tunjangan, organisasi-organisasi secara
sukarela memberikan sejumlah tunjangan lainnya. Tunjangan tersebut biasanya
dihasilkan dari keputusan manajemen unilateral pada beberapa perusahaan dan dari
perundingan tenaga kerja/manajemen pada persuahaan lainnya. Kategori-kategori
utama tunjangan tidak wajib meliputi bayaran saat tidak bekerja, perawatan

kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, rancangan opsi saham karyawan,
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tunjangan tambahan ketika menganggur, dan layanan karyawan.

a. Bayaran saat tidak bekerja
Dalam memberikan bayaran saat tidak bekerja, pemberi kerja menyadari
bahwa karyawan membutuhkan waktu untuk meninggalkan sejenak pekerjaan
karena berbagai tujuan. Di bawah ini didiskusikan cuti dibayar, cuti sakit dan
jeda dibayar, cuti panjang, dan bentuk-bentuk lain bayaran saat tidak bekerja.
X Cuti dibayar
Dalam Study Trend tunjangan karyawan terbaru, 64 persen (%)
karyawan punya waktu memilih hari-hari cuti dibayar sebagai tunjangan
kompensasi yang penting yang mereka terima. Cuti tersebut juga mendorong
para karyawan untuk bertahan dengan perusahaan. Waktu cuti dibayar biasanya
meningkat seiring senioritas. Namun, beberapa karyawan tampaknya memilih
untuk tidak mengambil seluruh cuti mereka karena terkadang mereka merasa
tertekan dengan pekerjaan meskipun sedang cuti.
Penyeimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi :
Cuti : Masa kerja 1 %4 4 tahun — 10 hari per tahun
Masa kerja 5 /¢ 9 tahun — 15 hari
Masa kerja 10 %/4 19 tahun atau usia 60 tahun ke atas— 20 hari

Masa kerja 20 tahun keatas — 25 hari

% Cuti sakit dan jeda dibayar
Banyak perusahaan mengalokasikan kepada setiap karyawan sejumlah

hari cuti sakit yang bisa mereka pergunakan ketika sakit. Beberapa manajer tidak
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menyukai program cuti sakit karena terkadang para karyawan menyalahgunakan
sistem tersebut dengan berpura-pura sakit agar bisa cuti. Salah satu pendekatan
untuk mengatasi masalah absen yang tidak terjadwal adalah dengan memberikan
lebih banyak fleksibilitas yaitu dengan diberikannya jeda dibayar (paid time off/
PTO) sejumlah hari kosong tertentu yang diberikan setiap tahun di mana setiap

karyawan bisa menggunakannya untuk keperluan apa pun.

X Cuti panjang
Cuti panjang adalah cuit sementara dari organisasi, biasanya dengan bayaran
yang dikurangi. Seringkali cuti panjang membantu mengurangi tingkat

perputaran (turnover) karyawan dan menghindari para karyawan dari kelelahan.

<> Jenis-jenis lain bayaran saat tidak bekerja

Meskipun cuti dibayar dan cuti sakit mencakup porsi terbesar bayaran saat tidak
bekerja ada banyak jenis lain yang digunakan perusahaan. Seperti tugas
kemasyarakatan, sebagai juri, bertugas untuk angkatan bersenjata ataupun pada saat
tejadi pemilihan umum. Perusahaan akan tetap menggaji karyawan dengan syarat
mereka aktif pada kegiatan tersebut.
b. Perawatan kesehatan

Tunjangan perawatan kesehatan merupakan item paling mahal dalam area
kompensasi finansial tidak langsung. Sejumlah faktor berkombinasi menciptakan
biaya perawatan kesehatan yang tinggi antara lain: populasi yang menua, permintaan
yang bertambah akan perawatan kesehatan, semakin mahalnya teknologi kesehatan,

dan proses administrasi yang tidak efisien.
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c. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa kelompok adalah tunjangan yang diberikan oleh hampir semua

perusahaan untuk melindungi keluarga karyawan saat ia meninggal dunia.

d. Rancangan pensiun
Para pemberi kerja mempunyai tanggungjawab dalam mempertahankan
karyawannya, salah satunya adalah memberikan gaji di masa pensiun. Adapun
jenis-jenis rancangan pensiun antara lain :

> Rancangan tunjangan pasti : rancangan pensiun yang memberi para pekerja
tunjangan tetap pada saat pensiun.

» Rancangan pendanaan pasti : rancangan pensiun yang membutuhkan
pendanaan khusus dari pemberi kerja untuk dana pensiun atau tabungan yang
disiapkan bagi karyawan.

> Rancangan 401 : rancangan di mana karyawan bisa menunda penghasilan
hingga jumlah maksimum yang diizinkan.

> Rancangan saldo kas : rancangan pensiun dengan unsur-unsur dari rancangan

tunjangan pasti maupun pendanaan pasti.

e. Rancangan opsi saham karyawan : rancangan pendanaan pasti di mana
perusahaan menyumbangkan bagian-bagian saham kepada dana pensiun. Lembaga
tersebut kemudian mengalokasikan saham pada rekening-rekening karyawan peserta

berdasarkan pendapatan karyawan.

f.  Tunjangan tambahan ketika menganggur : memberikan penghasilan tambahan

bagi para karyawan yang menerima tunjangan asuransi.
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g.

Layanan karyawan : layanan yang berisi sejumlah bidang termasuk tunjangan

relokasi, perawatan anak, bantuan pendidikan, layanan makanan/karetaria bersubsidi,

layanan keuangan, layanan hukum, dan beasiswa untuk tanggungan.

1.2 Tunjangan Non - Finansial

1. Jabatan

Tunjangan non-finansial jabatan ditentukan dan dinilai berdasarkan;

>
>
>
>
>

Variasi Keterampilan
Identitas Tugas
Signifikansi Tugas
Otonomi

Umpan Balik

2. Lingkungan Kerja

Tunjangan non-finansial lingkungan kerja ditentukan dan dinilai berdasarkan;

vV Vv YV VvV VY V

Kebijakan yang baik

Manajer yang berkemampuan/kompeten
Karyawan yang kompeten

Rekan kerja yang bersahabat

Simbol status yang pantas

Kondisi kerja

3. Fleksibilitas Tempat Kerja

Tunjangan non-finansial fleksibilitas tempat kerja ditentukan dan dinilai
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berdasarkan;

Fleksibilitas waktu kerja
Minggu kerja yang dipadatkan
Pembagian jabatan
Telecommuting

Kerja paruh-waktu

Lebih banyak kerja, lebih sedikit jam

v Vv YV V VY V V¥V

Keseimbangan kerja

Namun jika dilihat tunjangan yang diperoleh oleh pegawai negeri sipil (PNS).
Ada beberapa jenis-jenis tunjangan yang diterima oleh seorang PNS, tergantung
jabatan yang dipegang, baik jabatan struktural, maupun jabatan fungsional. Selain
jabatan, ada tunjangan lain-lain yang tidak terkait dengan jabatan, yakni tunjangan
isteri dan anak (keluarga), tunjangan beras (pangan), tunjangan Tapperum,

tunjangan askes dan pajak.

Secara rinci, jenis-jenis tunjangan bagi wraikan sebagai berikut:

S LT DIAIA AP

I. Tunjangan Jabatan Struktural:

Tunjangan ini diberikan bagi PNS yang telah promosi dan menduduki jabatan
struktural. Tunjangan ini melekat pada jabata seorang PNS. Ketentuan yang
mengatur tunjangan ini ada di Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2007 tentang

tunjangan jabatan struktural. Besarannya sebagai berkut:

Jumlah
No Eselon
Tunjangan

XXVii



1 IA | 5,500,000

5 B | 4,350,000

3 MA | 3,250,000

4 B | 2,050,000

5 A | 1,260,000

6 B | 980,000 m
7 IVA | 540,000 ﬁ
8 IVB~ | 490,000

5 VA | 360,000

L

II. Tunjangan Jabatan Fungsional :

Peraturan yang mengatur besaran tunjangan fungsional sangat banyak tergantung

masing-masing rumpun. Setiap rumpun memiliki peraturan presiden tersendiri

tentang tunjangan jabatan fungsional. Berikut kami contohkan tunjangan jabatan

fungsional pemeriksa pajak, pemeriksa bea dan cukai, dan penilai pajak bumi

bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007. Tunjangan jabatan

fungsional diberikan sesuai dengan jenjang jabatan diemban.

a. Fungsional Terampil:

No

Jabatan

Jumlah

Tunjangan
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Pelaksana

REITAS ANN A~

1 220,000
Pemula
2 | Pelaksana 240,000
Pelaksana
3 265,000
lanjutan
4 Penyelia 500,000
b. Fungsional Ahli:
Jumlah
No | Jabatan
Tunjangan
1 Pertama 300,000
2 Muda 600,000
3 Madya 850,000
c. Fungsional Profesi:
Jumlah
No Jabatan
Tunjangan
1 Pertama 325,000
2 Muda 750,000
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3 Madya 1,200,000

4 Utama 1,400,000

III. Tunjangan Keluarga

Kepada PNS yang telah menikah dan mempunyai anak akan mendapatkan
tambahan tunjangan lagi berupa tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaiman
disebutkan dalam Pasal I PP nomor 7 Tahun 1977. Lalu, berapakah jumlah tunjangan

istri/sumai dan anak tersebut?

Tunjangan Istri = 10% x Gaji Pokok

Tunjangan Anak = 2% x Gaji Pokok (diberikan paling banyak untuk 3 orang anak)

Tunjangan anak 7 juga berlaku untuk anak angkat. Anak atau anak angkat yang
berumur kurangi dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernéh meniah, tidak

berpenghasilan, dan secara nyata menjadi tanggungan PNS akan diberikan tunjangan

anak.

IV. Tunjangan Pangan

Yakni tunjangan yang dulunya berupa ransum dalam bentuk beras sebanyak 10
kg/orang yang masuk dalam daftar gaji, namun kini telah divangkan. Berdasarkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-57/PB/2009
Tanggal 30-11-2009, tarif beras ditetapkan sebesar Rp 4.950,- per kg. Dengan
demikian, tunjangan pangan yang akan diterima seorang PNS adalah Rp4.950 x 10 x
jumlah orang dalam daftar gaji. Sedangkan berdasarkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Kementrian Keuangan No 67/PB/2010 tanggal 28 Desember
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2010,tunjangan beras dalam bentuk uang naik menjadi Rp 5.656 /kg dan mulai

berlaku tanggal 1 Januari 2010.

V. Tunjangan Lain yang tidak Diterima Langsung

Tunjangan ini diberikan kepada PNS namun langsung ditransfer ke rekening
lembaga pengelola.
Tunjangan pajak (PPh 21)

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung
dengan menerapkan tarif Pasal 17 ﬁafl)}a?ti (1) huruf ‘a Undang-Undang Pajak

Penghasilan atasijumlah penghasilan bruto setelah dikurangi denéan biaya jabatan

atau biaya pensiu}l, luran pensiun, dan Pengﬁééﬁaﬁ Tidak Kena Paj ak.

VI. Tunjangan Umum
Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan

fungsionalmendapat tunjangan fungsional umum yangg besarnya sbb:

Jumlah
No Gol
Tunjangan
1 v 195,000
2 11 185,000
3 II 180,000
4 I 175,000

VII. Tunjangan Khusus Papua
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Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS, Hakim, Anggota TNI/Polri
termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas di Provinsi Papua.
Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31

Agustus 2002.
VIII. Tunjangan Risiko

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam

melaksanakan tugasnya.

Jenis-jenis tunjangan kompensasi kerja antara lain:

I 4 I
1 Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN

2 Tunj angah Bahaya Radiasi l;agi Pekerja Radiasi

3 Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Keschatan  dalam
Penyelenggaraari Permasyarakatan

4 Tunjangan Pengamanan Persandian

5 Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan

Badan SAR Nasional
6 Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional RI

7 dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Tujuan Diberikan Tunjangan
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Menurut Simamora (1997) tunjangan digunakan untuk membantu organisasi
memenuhi satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut:
1. Meningkatkan moral karyawan
2. Memotivasi karyawan
3. Meningkatkan kepuasan kerja
4. Memikat karyawan-karyawan baru

5. Mengurangi perputaran karyawan

7. Meningkatkan I marian karyawan

8. Mempertahanke n posisi yang

-

9. Meningkatkan lcitra pe

‘\
: !
Program [tunjanga: an secara cermat dan

tujuan-tujuannya ?jgusun dengafil derz igunakan scbagai pedoman guna

.

menyususn progran dalam nieflent mbinasi tunjangan yang optimal,

langkah — langka

1. Mengumpulk \m-

aya.dasa
< _
2. Melakukan pene “) Crti-—S ape 1a yang tersedia guna
mengikuti
semua biaya tunjangan untuk periode mendatang.
3. Menentukan preferensi kepada setiap item tunjangan yakni, preferensi karyawan
dan
preferesi manajemen.
4. Memutuskan bagaimana kombinasi optimal dari berbagai tunjangan. Orang yang
membuat keputusan secermat mungkin akan mempetimbangkan berbagai item

tunjangan preferensi relatif yang diperlihatkan oleh manajemen dan para
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karyawan,
perkiraan biaya-biaya setiap item dan total jumlah dana yang tersedia untuk
setiap

paket tunjangan.

Pengusaha umumnya dapat memenuhi harapan pekerja mengenai

peningkatan upah serta pemberian tunjangan dan fasilitas bila pekerja dapat

memberikan kontribusi Pengusaha dapat memberikan

- DaLag =
au funjangan bagi pekerja hanya bilz q.;j in bahwa pekerja

ata laia] Setiap peningkatan

tambahan upah dar
dapat memberikan peningkatz

upah dan tunjangan perlu kti\}.i as pekerja secara

profesional.

2.1.3. Prinsip-P ps_ip Program

Simamora (1997) menyataka A program angan memberikan

kontribusi bagi '© diaya yang telah

dikeluarkan bagi ‘ g -lnuzvu gm yang sebaiknya

diterapkan. l m g
memenuhi kebutuh?

1. Tunjangan karyawan ha nyata.

2. Tunjangan-tunjangan haruslah dibatasi kepada aktivitas-aktivitas dimana
kelompok lebih efisien dibandingkan individu.

3. Program tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai demi
memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan karyawan.

4. Jika perusahaan ingin meraih apresiasi dari penyediaan jasa-jasa karyawan,
perusahaan haruslah melakukan program komunikasi yang ekstensif dan

terencana dengan baik.
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Perusahaan dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan
adalah asset perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan
tidak akan bisa berjalan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan
hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus
implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki sendiri. Maka karyawan harus
diperhatikan kesejahteraannya jangan hanya dituntut kewajibannya saja dengan

berbagai macam beban pekerjaa 1 C aryawan yang jangan hanya

menuntut hak mg rEa? j seba gai karyawan tidak

diselesaikan. Namun' " masik memperhatikan

karyawannya sehingga kar alas, dan terkesan

\

Untuk mencegah terjadi : dak diinginkan oleh

‘emenuhl tuntutan

A b1] aksana, semua itu
‘\‘ Uk K b A N

dilakukan demi terciptanya kesejahteraan karyawa

tidak baik hasil }J:kerjaan S bahwa sekeras apa pun

mereka bekerja perusahaan tidak cka, apalagi untuk memberikan

kesejahteraan dan imbalan yang 13 eka.

perusahaan, maka. tuga

karyawan dengan

BANGZ
kesejahteraan perusahaan.

Karyawan adalah modal utama bagi setiap perusahaan. sebagai modal, karyawan
perlu dikelola agar tetap produktif. Akan tetapi pengelolaan karyawan bukanlah hal
yang mudah, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan
latar belakang yang heterogen. Oleh sebab itu perusahaan harus bisa mendorong
mereka agar tetap produktif dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing yaitu dengan memberikan sesuatu yang menimbulkan kepuasan

dalam diri karyawan.
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BAB III
GAMBARAN UMUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DANHAM

SUMATERA BARAT

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Kemenkumham RI) adalah Kementerian dalan Pemerintah Indonesia yang

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM

yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu

berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PKKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen
Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan
departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan,

penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula
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penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman
walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie

Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas
yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober
1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor

1. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk

RSITAS AN 4

ke Departemen Pgrtahanat) berdasa

efifitah tahun 1946 nomor 8.

e

Ketika Departemen Ag  pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah
oA

ﬁ;,::; Republik Indonesia dan

%
~ AN

Islam Tinggi dikeluarka
masuk ke Departemen serdasarkan  penetapan

pemerintah tahun 1946 Nomor 5.

Pada 22 1t ejaksaan menjadi

departemen dan kep !n\ / ah Presiden RI Nomor
204/1960 tertanggal 1 Agust & % ak 22 Juli 1960. Sejak itu pula,

<
. {7 3 . ~ G .
dipisshkaf’ daft “Departemen KlehaKiman: > Pémisahan tersebut

Kejaksaan RI
dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri

Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari
Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang
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Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden
RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan
lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke
Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan
organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan

Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departem pah nama karena

dﬂﬁ& IKR1ma

tersebut 'y'al,

disesuaikan dengan fungsi dari Depa dari Departemen

,;.~r¥
Kehakiman menjadi Depar ¢ Undangan dan sekarang

menjadi Kementerian Hukt an

3.1.1. Tugas dan Fungsi

e

Betc 2010, Kementerian

Hukum dan"H3 1cnyelenggarakan urusan
pemerintahan untuk

ienyelengs akan pemeriftahan negara. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan
hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

3.1.2. Struktur organisasi

berdasark E’eratura ;

berikut :

10.

11.

12.

. Direkto

Asasi Manusia

adalah sebagai

[

Sekre "-ét Jehd ™ j

Direk ran Jang-undangan

0 atA ,] enderal Pe l

Direkto

"t

o e

Direktorat Je

Direk

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Inspektorat Jenderal

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri
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13. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
14. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan
15. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum

16. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia
3.1.3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah

sebagai berikut:

Visi : "Ma arakat memperole

I indungi

3.2. Kantor wila Lh

Misi : "

i
Kantor wilayah (kan ¢ Asasi Manusia

merupakan insta \ / asi Manusia yang
berkedudukan d1 OVINS dan iertanggung jawab
kepada Menteri H : &' % N

-
£ 1l terd s tas beberapa divisi
Unit Pelz m‘ s (UPT), termaSuk Kantor Imigrasi, Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka ¢ Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara

serta sejumlah

(Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan),
Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi

Imigrasi (Rudenim).

3.2.1. Tugas dan Fungsi
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a. Tugas
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

b P 2 asg_s1 anusia;
ic Penegakdn dang pemasyarl an, keimigrasian,
& adminis ' i um, dan hak k el yaan intelektual;
/ penegakan dan

&%

hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi

dan pemberian informasi

manusia;
g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang

administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

3.2.2. Struktur Organisasi
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Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala kantor wilayah

2. Divisi administrasi

3. Divisi pemasyarakatan

4. Divisi keimigrasian

5. Divisi pelayanan hukum dan ham

R

7. Bagian penyusunan progran

8. Jang pelay

9. Bitlang h

10. Bidang ha
11. Bidan T;;egistrasi, i awat bina khusus narkotika
12. Big

13. asi' kKeimigrasian
14.
15.
16. Subbag keuangan dan perlengkapan
17. Subbag penyusunan program

18. Subbag humas dan pelaporan

19. Subbidang pelayanan hukum umum
20. Subbidang penyuluhan hukum

21. Subbid jaringan dokumentasi dan informasi hukum

22. Subbid pengembangan hukum
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23. Subbid perlindungan dan pemenuhan ham
24. Diseminasi ham

25. Subbid registrasi dan statistik

26. Subbidang perawatan dan binsus narkotika
27. Subbidang bimkemas, latja dan produksi
28. Keamanan dan ketertiban

29. Subbidang lalu lintas keimigrasian

30. Subbidang ' 1\/%‘%% PR

31. STijen dan penindakan keimigrasia

32. ng siste

s

3.2.3. Visi d

Vis all

A TATA NS

Visi : "Mewujudkan Masyarakat wmatera Bara vang Sadar Hukum dan Hak

Manusia RI adalah

Asasi Manusia"

Misi: 1. Melaksanakan pembentukan hukum

2. Melaksanakan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Melaksanakan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia
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4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi

Manusia masyarakat.

UNXVERSITAS ANDALAS
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BAB1V

SISTEM PENERAPAN TUNJANGAN KERJA PEGAWAI PADA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI WILAYAH SUMATERA BARAT

4.1. Jenis- Jenis Tunjangan Kerja Pegawai Pada Kementerian Hukum dan

HAM RI Wilayah Sumatera Barat

- NIVERSITAS ANDA[ ;<

4.1.1. Jenis - jeni

u"angan yang DiberikansBerdasarkan Péilv_r silan Pegawai

3

1. Tunjangan Suami Istri

10% dari gaji po . ' ) satu aturan tersebut adalah
bagi suami istri g aftunjangan keluarga
tidak diberikan kepad
pokoknya paling.t
Wilayah Kemenkumham Sumbar:

Drs. Gunarso, Be.IP: 10% X 4.862.300,00= 486.230,00

2. Tunjangan Anak

Tunjangan anak diberikan jika dalam satu keluarga memiliki anak baik anak
kandung maupun anak angkat, masing-masing akan mendapatkan bagian 2% dari

gaji pokok. Aturannya adalah anak yang mendapatkan tunjangan berusia maksimal
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25 tahun namun belum memiliki pendapatan sendiri, belum pernah menikah dan
masih menjadi tanggungan dari orang tuanya yang berstatus sebagai PNS. Hal ini
diatur dalam PP No. 13 Tahun 1980, Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dan
jumlah anak yang mendapatkan tunjangan adalah dibatasi hanya untuk dua anak saja.
Contoh perhitungan Tunjangan Anak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham
Sumbear:

Drs. Gunarso, Bce.IP : 0 B862. 00 07.246,00 X 2 (anak) =

194.492,00

3. Tunjangan Jab

Tunjangan alkan kinerja serta

mendorong pegay i kefja. Tunjangan ini

tunjangan jabatan

\’tr. ; ngfdipersamakan dengan

structural, tunjanga
. (

tunjangan jabata

Nomor 12 Tahun 2006

4. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai
negri yang berkedudukan sebagai pejabat struktural yang didasarkan pada jabatan

eselon. Jumlahnya memang lebih besar jika dibandingkan dengan tunjangan jabatan
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umum. Tata cara dan besarannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.

5. Tunjangan Beras

Tunjangan berasa diberikan kepada pegawai negeri sipil setiap bulan

berdasarkan pada harga beras yang berlaku pada saat ini. Namun biasanya besarnya

ditentukan atas harga pembeli 1 epada-Perum Bulog. Pembayaran

tunjangan ini dib

F s -
ni baru s kenaikan"sejak ditetapkannya Perditjen

Tunjangan beras
Nomor Per-3/PB #_015 ten Q ma Afas F turah Direktur Jenderal

Perbendaharaan [tentang Perubgha an Direktur Jenderal

PB/201 as dalam Bentuk

Perbendaharaan J’&h@ot PER-6

ang Tunjangan B\e

Natura dan Uang.

Dalam peraturan te _di) an 2013 Rp. 6.976

menjadi Rp. 7.24 Seda gka Q_ pegawa ‘ menerima tunjangan beras dalam
bentuk natura .. g"digunakan adala ,:' !ﬁ Pembayaran tunjangan

dibatasi hanya untuk dua orang anak saja dengan masing-masing mendapatkan 10 kg

per bulan.

6. Tunjangan Khusus Pajak

Tunjangan khusus pajak adalah tunjangan untuk pemotongan pajak atas

penghasilan yang didapatkan oleh PNS, TNI, dan Polri, baik yang masih aktif kerja
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ataupun yang telah memasuki masa pensiun. Pemotongan dilakukan secara otomatis

dengan dibebankan kepada APBN atau APBD.

7. Pembulatan

Pembulatan disini merupakan pengurangan atau penambahan atas unsur gaji

PNS. Besarnya pengurangan atau penjumlahan gaji dengan pembulatan harus

berdasarkan klasifikasi pembagian kelas jabatan pegawai yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di
Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Tunjangan kinerja

tersebut terdiri dari :
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TUNJANGAN KINERJA

NO KELAS JABATAN
PER KELAS JABATAN
1 17 Rp. 27.577.500,00
2 16 Rp. 24.405.000,00
3 15 Rp. 15.997.500,00
4 14

Rp. 14.160.000,00

5 . 9.277.500,00
6 <R[l 8.210.250.000
7 . 7.020.000,00
8 . 5.197.500,00
9 . 4.522.500,00
10 . 3.930.000,00
11 p. 3.277.500,00
12 6 Rp. 2.850.000,00
13 5 Rp. 2.531.250,00
14 4 Rp. 2.365.500,00
15 3 Rp. 2.211.000,00
16 2 Rp. 2.066.250.00
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17

Rp. 1.931.250,00

Data pembagian tunjangan kinerja pegawai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Wilayah Sumatera Barat berdasarkan kelas jabatan :

B = e TUNJANGAN
gWEHSITf%
NO ,, KINERJA PER
)EGAWALI (ran JABATAN
';] KELAS JABATAN
1 | Rp. 27.577.500,00
2 | Rp. 24.405.000,00
|
3 1 S Rp. 15.997.500,00
4 Rp. 14.160.000,00
5 Rp. 9.277.500,00
0 Aro EDJAJAA N TGS’
6 FTRYL B
P e Rp. 8.210.250.000
7 0 11 Rp. 7.020.000,00
8 0 10 Rp. 5.197.500,00
9 18 9 Rp. 4.522.500,00
10 7 8 Rp. 3.930.000,00




11 47 7 Rp. 3.277.500,00
12 27 6 Rp. 2.850.000,00
13 7 5 Rp. 2.531.250,00
14 0 4 Rp. 2.365.500,00
15 0 3 Rp. 2.211.000,00
16 MTA% Rp. 2.066.250.00

17 Rp. 1.931.250,00

Data diatas me ian |Hukum dan Hak

asikan berdasarkan
kelas jabatan, m l'.dafi kepala Ka , 1 a staff masing-masing

divisi bagian yangt si Manusia Wilayah

4.2. Komponen - Komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

1. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP (Sasaran

Kerja Pegawai)



2. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia serta cuti yang akan dilaksanakan oleh pegawai.

3. Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional
tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, hanya—diberikan satu tunjangan kinerja yang

{VERSITAS ANDA
menguntungk: i Pegawai yang bersangkutan.

5. Tunjangan K Eﬁ'a diba
dan hasil pe 1‘aian S

4.3. Pemotongan Pem bayaran ihjang 1erja Bagi l_?eg~ :

Tunjangan Kinerja bag \ § ayarka : Mdelapan puluh per
< e
seratus) dari jabatan, fungsional“gmuim lengan.ca \N-yang bersangkutan

L)
diangkat sebagai PNS. Bagi pega@ yang}elaksanakan tugas kedinasan tidak

dikenai pemotongan tunjangan kinerja

Tunjangan kinerja pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan

tugas belajar, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh per seratus)

dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya.



Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas belajar
yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan izin tugas belajar dari pimpinan

unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar:

a. 50% (lima puluh per seratus) pada tahun pertama;

b. 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun kedua

c. 10 % (sepuluh per seratus), jika lebih dari 2 (dua) tahun

Untuk pegawal ya sbaskah - sétieatara iAjgbatan fungsional tertentu
karena tidak d angka it s 1ai kefentuan peraturan

perundang-undanga ' bayafkan sebesar 50% (lima puluh per

Tunjangan k s dapat dibayarkan

secara utuh terhi nbali dalam jabatan

fungsional terten

berikut:

a. Tidak masuk kerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari

b. Tidak mengikuti pendidikan kedinasan atau Tugas Belajar sebesar 5% (lima per

seratus) per hari

c. Tidak berada di tempat tugas sebesar 1% (satu per seratus) per hari.



Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenai

pemotongan tunjangan kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai

berikut:

a)

b)

d)

potongan sebesar (

Dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit,

dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat;

Dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh

satu) menit, dipotong sebesar 1% per-seratus) untuk setiap kali terlambat;
- UNXVERSITAS ANDALAS
Dalam rentang wakfu 61 (enam puluh satu) menit sampi gan 91 (sembilan

untuk setiap Kz

Sedangkan, awa ooantia Iam kerja dikenai

Untuk pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenai

pemotongan tunjangan kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai

berikut:

a.

Dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit,
dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja

sebelum waktunya;
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dibayarkan secar: Eb_porsional d i yan ke

a)

b)

Dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh
satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali pulang kerja

sebelum waktunya;

Dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan
puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per

seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya

Dalam rentang waktu 91 (sembi uh_satu) menit dan/atau tidak mengisi

NWERSITAS ANDA

a;-dipotong sebesar 1,5

daftar hadir p

untuk setiap E,pﬁléng kerja

a lima per seratus)

| \

Pegawai yang melaksanakap ¢

PRI |

esar, Tunjangan Kinerja

in sebagai berikut:

e

Pegawai ya ‘\
sebesar IOO%l S pe

Pegawai ya % 2

berikut:

Kinerja dibayarkan

a, ‘dibayarkan sebagai

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 50% (lima puluh per

seratus);

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 25% (dua puluh lima per

seratus); dan

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).



Penghitungan hari terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan. Bagi
Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, tunjangan kinerja dipotong sebesar

2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Sedangkan, pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, tunjangan kinerja

dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1041 DCI1KU!

Dan pegawai yang melaksanakan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100%

(seratus per seratus)

b. Sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5%

(dua koma lima per seratus) per hari
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C.

Sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan

dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.

4.4. Pencatatan Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

I. Pencatatan Yang Dilakukan

a)

b)

d)

Pencatatan nilai"Capaiahi SK it penilai sekali dalam 1

(satu) tahur y ng dilakukan Khir Des’em"t;gt pada tahun yang

=

bersangkutan atau pali 1 beri ya sesuai dengan

ketentuan pe 4_turan pe

Pencatatan gawai dilakukan setiap bulan

-

eihadiran dan
o dilakukan aﬁt ra tanggal 23 (dua

dengan perigde pencatatan
puluh tiga) b af puluh dua) bulan

berikutnya.

Pencatatan dan_ pe apaan cuti Pegawai
dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pencatatan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan
unit kerja di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Pejabat yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon V atau PNS yang

pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.

Ivii



II. Pembuatan Laporan Pembayaran Tunjangan

a.

II1. Ketentuan Da

1

2)

Pejabat yang ditunjuk membuat laporan rincian pembayaran bulanan tunjangan

kinerja Pegawai.

Laporan dibuat berdasarkan pencatatan capaian SKP, kehadiran, serta

pelaksanaan cuti pegawai.

Laporan disampaik agNle__ satiair-Rerj ‘yapgg menangani  pembayaran
puluh) pada bulan

berikutnya.

Dalam hal tetjadi pe : oipejabat. struktural, penyesuaian
tunjangan kin ng sejak tanggal

pelantikan.

Dalam hal ferja ctubalian-~jaba abat fuhgsional umum dan
fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya dibayarkan pada bulan

berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

4.5. Bagian Yang Terkait Dalam Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

1. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Iviii



Bagian yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
dibidang pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
Bagian ini juga bertugas dalam mengelompokan dan membagi kelas jabatan beserta

tunjangan kinerja per kelas jabatan pegawai.

2. Bagian Kepegawaian dan Tata

Tugas Poko lan . . 1 Merencanakan

Pelaksanaan Pere aan, Pe n, Pendz naa rawasan, Evaluasi
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Sistem penerapan tunjangan kerja kepada pegawai yang dilaksanakan di
lingkungan Kemenkumham wilayah Sumbar terdiri dari dua jenis tunjangan kerja,
yaitu :

1. Tunjangan yang Diberikan Berdasa

Tunjangan ini berupa tunjangan

suami istri, tunjangan. ériak, tunjang abatan struktural,

tunjangan beras, TL tunjan

2. Tunjangan yat g-Diberi

/
] rJa ini diklasgikasika Jasarkan kelas JabﬁtTn masing-masing

e

Tunjangan

pegawai Kemen

ditetapkan dalam \v oo ot

% M

Barat yang telah

22 Tahun 2014.

5.2. SARAN

1. Pengawasan terhadap pencatatan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai

harus di kendalikan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Jumlah kelas jabatan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Wilayah Sumatera Barat hanya sebanyak 8 kelas jabatan untuk 120



orang pegawai. Jika penambahan kelas jabatan dapat dilakukan, maka akan lebih

meningkatkan dan menjamin fungsi dan kualitas kerja dalam lingkungan kantor.

UNXVERSITAS ANDALAS
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LAPORAN KEGIATAN MAGANG

Nama : AHMAD SATRIADI
No. BP : 1200522018
Tempat Magang : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia  Sumatera Barat
Posisi Magang
B
ulan/ Paraf
tahun
Juni/2015

Mengumpulkan data dan foto setiap satuan kerja

Jumat, 26 . .
Hmat (satker) daerah dari email
Senin, 29 Mengumpulkan da'ta da'n foto setiap satuan kerja
(satker) daerah dari email
Browsing tentang pembuatan name tag untuk
Selasa, 30 | acara rekonsiliasi laporan keuangan tingkat

wilayah Sumatera Barat

Ixiii




Membantu persiapan pra-rekonsiliasi laporan

Rabu, 1 )
o keuangan kantor wilayah Sumatera Barat

Ikut serta dan dokumentasi selama proses kegiatan
Kamis, 2 pra-rekonsiliasi laporan keuangan di gedung
Kementrian Hukum dan HAM Sumbar

Ikut serta dan dokumentasi selama proses kegiatan
Jumat, 3 pra-rekonsiliasi laporan keuangan di gedung
Kementrian Hukum dan HAM Sumbar

MelakiRanl T én bbk):]q—ms versedipan  baju

i aryawan serta membag1kan erdasarkan

persediaan  baju
erdasarkan

-input data
d lam sistem
rekonsiliasi

Juli/2015

Ikut berpartisipasi dalam proses meng-input data
seluruh satuan kerja (satker) ke dalam sistem

Jumat, 10 o ) ) e .
aplikasi persediaan selama kegiatan rekonsiliasi
laporan keuangan berlangsung
Membuat rekapitulasi semua data asset dan

Senin, 13 persediaan seluruh satuan kerja (satker) serta

meng-input data tersebut ke dalam aplikasi
akuntansi yang digunakan

Selasa, 14 | Membantu proses pengumpulan semua berkas
rekonsiliasi bulan Juni dan mengantarkan ke
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KPPN Padang

Browsing informasi dan melakukan peng-check-an

Rabu, 15 : . .
ot email yang masuk dari satuan kerja (satker)
Izin satu hari dalam rangka hari raya Idul Fitri
Rabu, 22 1436 H
Kamis, 23 Melakukan pembayaran pajak persediaan ke Bank

BRI Padang

Jumat, 24

Browsing informasi dan memfotocopy
ang diperlukan

consiliasi laporan

meng-scan data

Browsing informasi dan memfotokopi
dokumen-dokumen yang diperlukan
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